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TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN ANGGARAN 2006 
 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
 
 

BUPATI INDRAMAYU, 
 
 
 

Menimbang  :  a. bahwa kedudukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) adalah merupakan dasar pengelolaan anggaran / 
keuangan selama 1 (satu) Tahun Anggaran dan disusun 
berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD ; 

b. bahwa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-
APBD) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2006 telah 
memenuhi Arah dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2006, 
sehingga perlu ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Indramayu 
Tahun Anggaran 2006 ; 

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf “a 
dan b” diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Indramayu tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2006; 

 
 
Mengingat  : 1. Undang - Undang  Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;  

 

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3569) ; 
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3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; 

 

4. Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ; 

 

5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851) ; 

 

6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3952) ; 

 

7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

 

8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) ; 

 

9. Undang - Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  
Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4438) ;  

 

10..Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ; 

 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138) ; 
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12.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139) ; 

 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 

 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575) ;  

 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ; 

 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577) ; 

 

17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ; 

 

18.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2002 
tentang Pertanggungjawaban Bupati Indramayu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2002 Seri : D.1); 

 

19.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 17 Tahun 2002 
tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah Kabupaten 
Indramayu Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Indramayu Nomor 32 Tahun 2002 Seri D.15) ; 

 

20.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 
tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat 
Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten 
Indramayu Nomor 36 Tahun 2001 Seri  D.1); 

 

21.Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2005 
tentang Pembentukan Kecamatan Pasekan, Tukdana, Patrol dan 
Penataan Kecamatan - kecamatan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten 
Indramayu Nomor 1 Tahun 2005); 

 

 

 
 


